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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan Judul “ Kedudukan
Dissenting opinion Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menutut UU No 8
Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) Tentang Hukum Acara Pidana dalam perspektif
hukum acara peradilan Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana
kedudukan dissenting opinion dalam hukum acara pidana serta akibat hukumnya
bagi terdakwa menurut hukum acara pidana Islam.

Guna menjawab permasalahan di atas, maka penelitian yang dilakukan disini
menggunakan metode “deskriptif analisis “yaitu menggambarkan tentang pranata
dissenting opinion dalam hukum acara pidana, dengan pola pikir “deduktif’ yakni
dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang
dissenting opinion untuk mencapai kesimpulan yang khusus.

Hasil penclitian menyatakan bahwa kedudukan pranata dissenting opinion
adalah penolakan hakim minoritas terhadap keputusan hakim mayoritas dengan
mempunyai dasar hukum dan penafsiran yang berbeda dengan hakim yang lain.
Dalam hukum acara pidana kedudukan dissenting opinion tidak kuat sebagai dasar
hukum, namun hanya sebagai sebuah yurisprudensi yang tidak berkekuatan hukum.
Putusan yang mengandung dissenting opinion hanya dicatat dan dibukukan sebagai
tefetensi dalam metiganalisa kasus yatig sama.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, pranata dissenting opinion dalam hukum
acara peradilan Islam termasuk dalam ruang lingkup ijtihad hakim, namun dalam
peradilan Islam ijtihad hakim merupakana yurisprudensi yang bisa dijadikan sebagai
hujjah (dasar) dalam menjatuhkan vonis pidana pada kasus yang sama apabila sesuai
dengan prosedur yang berlaku (memenuhi syarat dan rukun sebagai hakim mujtahid).
Pranata dissenting opinion tidak mengubah putusan bagi terdakwa, hanya sebagai
pertimbangan apabila terjadi PK atau banding. Demikian juga dalam peradilan Islam
ijjtthad hakim tidak bisa merubah hukum bagi terdakwa yang telah diputuskan
terdahulu, walaupun dengan dalil-dalil dan hujjuah yang sama kuat secara prosedural.

Dissenting opinion merupakan pranata baru dalam sistem hukum acara
peradilan di Indonesia, karena itu saran penulis agar para praktisi hukum maupun
masyarakat pada umumnya untuk lebih mengkaji lagi tentang dissenting opinion
dalam rangka mencari kebenaran yang hakiki dalam hukum.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tudingan bahwa negeri ini sarangnya para mafia peradilan memang ada
benarnya. Fenomena ini terbukti dengan adanya berbagai kasus yang jelas-jelas
terbukti melawan Hukum, namun dalam pelaksanaannya mereka yang menjadi
terdakwa bisa bebas dari jeratan Hukum. Masih ingatkah kita akan kasus yang
menimpa mantan Mensesneg Akbar Tandjung dalam penyalahgunaan dana Non
budgeter sebesar 40 milyar.! Salah satu kasus yang fenomenal terjadi di negeri ini,
kalau kita dengar sebuah kasus korupsi rasanya telinga kita tidak asing lagi, karena
sudah puluhan, bahkan ratusan kasus yang menimpa para pejabat negeri ini.

Perilaku suap dalam peradilan yang sudah menjadi patologi social yang
segera harus dibasmi. Tindakan tersebut menciptakan atmosfer yang tidak sehat di
dalam kehidupan bernegara. Banyak orang kalah di pengadilan bukan karena salah,
tapi karena tidak ada uang. Dalam konteks ini Robert Klitgard pernah mengatakan
bahwa uang suap akan mengakibatkan konstruksi gedung-gedung tidak aman,
pegawai pemerintah kurang bermutu, atau kelalaian polisi (pejabat) dan hanya
"keburukan-keburukan umumlah" yang akan timbul’.

Bebicara mafia peradilan atau suap dalam peradilan, akhir-akhir ini muncul

wacana baru untuk mengantisipasi banyaknya kasus suap di pengadilan yakni

! Sinar Harapan, Ricando Rumba, : Kejutan Kecil Dissenting Opinion,
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dengan istilah Dissenting Opinion. Dissenting Opinion adalah pranata yang
membenarkan perbedaan pendapat hakim (Minoritas) atas putusan pengadilan®

Pengadilan merupakan tempat dimana masyarakat mencari keadilan. Dalam
kaitannya putusan hakim dalam suatu pengadilan memperhatikan mekanisme dan
aturan-aturan didalamnya. Perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara
menjadi salah satu aturan dalam pengambilan keputusan hakim.

Perbedaan pendapat atau yang lebih dikenal dengan legal opinion tidak bisa
dilakukan oleh setiap hakim dalam setiap perkara. Ada aturan dan batasan dalam
membuat legal opinion atau yang sering kita jumpai dengan sebutan dissenting
opinion.

Secara simbolik kesan yang ingin diberikan dalam Dissenting Opinion adalah
wujud keberanian. Perbedaan pendapat dalam segala hal adalah suatu anugerah,
karena dari adanya perbedaan yang bisa disatukan akan menjadi sebuah tatanan yang
indah, karena pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai hak untuk berserikat
dan berkumpul menyampaikan pendapatnya®.

Mengenai tindakan Hukum secara Dissenting Opinion belum diatur dalam
hukum acara pidana di Indonesia, namun dalam pasal 182 ayat 6 UU No. 8 Th 1981
diterangkan tentang mekanisme pengambilan keputusan sidang. Dalam pasal 182
ayat 6 dinyatakan bahwa pada asasnya putusan diambil dari musyawarah mufakat,

namun apabila terjadi perbedaan maka diambil suara terbanyak, jika tetap terjadi

? Robert Klitgard, Membasmi Korups, h 53
* IKAHI, Varia Peradilan tahun ke XXI No. 253 Desember 2006, h1l
4 UUD RI pasal 28



perbedaan maka yang akan diambil adalah putusan hakim yang paling meringankan
bagi terdakwa’.

Dengan adanya ketentuan UU No 8 tahun 1981 ini telah jelas bahwa
perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) adalah suatu hal yang memang
diperbolehkan dalam tata laksana persidangan serta mempunyai landasan Hukum
yang kuat, sikap harus patuh pada ketua sidang dalam berbagai kasus yang dianggap
mempunyai landasan Hukum kuat untuk berbeda pendapat masih sulit untuk
diterapkan dalam peradilan di Indonesia.

Dengan demikian, pasal 182 ayat 6 UU No 8 tahun 1981 menjelaskan bahwa
Dissenting Opinion yang diperbolehkan adalah perbedaan pendapat yang
mempunyai landasan Hukum yang kuat terkait dengan kasus yang terjadi, baik dari
perbedaan landasan Hukum maupun putusan.

Dalam sistem hukum kita mengenal adanya sistem hukum civil law (Eropa
continental),yang mana sistem hukum ini hanya mengakui suatu undang-undang
yang dikodifikasikan, sehingga yurisprudensi atau pendapat hukum tidak
mempunyai tempat secara sah.

Pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana pranata Dissenting Opinion
tidak diatur secara langsung, namun pada pasal 182 ayat 6 Undang-Undang Hukum
Acara Pidana mengandung unsur-unsur dan batasan terhadap ketentuan perbedaan

pendapat dan putusan hakim minoritas.(Dissenting Opinion). Namun pada

5 Ketentuan dalam Pasal 182 ayat 6 UU No 8 tahun 1981



penerapannya sering kali terjadi perbedaan penafSiran terhadap kedudukan yang
sesungguhnya dari Dissenting Opinion.

Perbedaan pendapat diantara para ahli hukum dalam menerapkan dissenting
opinion membuat pertanyaan besar bagi para ahli hukum. Dalam kaitannya dengan
putusan hakim yang mengandung dissenting opinion dari berbagai kasus yang terjadi
didalam sidang tidak diketahui secara langsung oleh masyarakat luas maupun para
ahli hukum,sehingga banyak yang tidak memahami kedudukan dissenting opinion
dalam mekanisme pengambilan putusan.

Dalam konteks Islam, peradilan telah lama dikenal sejak zaman zahiliyah,
peradilan ini adalah suatu tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa, baik mereka
tergolong bangsa-bangsa yang telah maju ataupun belum. Di dalam peradilan itu
terkandung seruan amar ma 'ruf nahi munkar, menyampaikan hak kepada yang harus
menerimanya dan menghalangi orang yang zalim dari pada berbuat aniaya, serta
mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilanlah dilindungi harta, jiwa dan
kehormatan. Apabila peradilan tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka
masyarakat akan kacau®.

Dalam penerapannya, hukum acara peradilan tidak lepas dari perdebatan di
dalam menafsirkan suatu Hukum; baik dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan
vonis pidana, illustrasi perbedaan pendapat di antara hakim merupakan hal yang

wajar dan merupakan salah satu syarat daripada hakim yakni mujtahid, yang

§ Teungku Hasby Ash Shidiqy,Peradilan dan Hukum Acara Islam, h 3



merupakan salah satu ketentuan daripada peradilan Islam hakim harus mujtahid.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

ord B B i agsn iy :06 iy <l Lo 35 Of oW 3 e
ot 4 G 563 o

Dari ‘Amr ibnul ‘Ash bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila seorang
hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua

pahala. Dan apabila dia berijtihad akan tetapi salah dalam ijtihadnya, maka dia
mendapatkan satu pahala "7

Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks, kita
tidak bisa menghindarkan suatu perbedaan (jjtihad), namun apabila perbedaan itu
bisa kita sikapi sebagai suatu keragaman, maka akan menjadi suatu rahmat. Namun
dalam Islam sendiri juga diatur bagaimana cara berijtihad dan syarat-syaratnya,
sehingga tidak semua orang bisa berijtihad, kecuali yang telah memenuhi syarat
scbagai seorang mujtahid sebagaimana hadits Nabi SAW:

Vg:"”‘.}’]) :éw,i.a:»r?ﬂ)j..uddg Ju\.J.,,u:.:m o ufu..,.;up
L36E oof o 1 B0 10 il iy il e o (BT
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Dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW. bersabda: “Sesungguhnya aku
hanyalah manusia, sedang kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan
persengketaan di antara kamiu. Mungkin sebagian dari kamu lebih pintar
menyampaikan hujjahnya daripada sebagian yang lain: lalu aku memutuskan
baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang
aku putuskan baginya sebagian hak dari saudaranya, maka hendaklah dia itu
tidak mengambilgya; karena sesungguhnya aku potonghan baginya sepotong
dari api neraka.’

RS

7 H.R. Al-Bukhari dan Muslim
8 H.R. Al-Bukhari, Muslim dan Pemilik-pemilik Sunan.



Ijtihad hakim tidak hanya pada pemutusan perkara yang belum ada nass
secara pasti, namun dalam penerapannya seorang hakim bisa berbeda dengan hakim
yang lain dalam menafsirkan sebuah hukum dengan memberi keputusan. Hal ini

sesuai dengan firman Allah :

Torigd fgaSE Ul WAl 158 0 EhS el g olilm Y uills 5,315
€ v o PY I PN TWIPPINIL E;‘ PN B L) € Pha®. 24677
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E) Torlad ey
“Dan (ingatlah kisah) Dawud dan sulaiman, di waktu keduanya memberikan
Keputusan mengenai tanaman, Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-
kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah kami menyaksikan Keputusan yang
diberikan oleh mereka itu, Maka kami Telah memberikan pengertian kepada
Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka
Telah kami berikan hikmah dan ilmu dan Telah kami tundukkan gunung-gunung
dan burung-burung, semua bertasbih bersama dawud dan kamilah yang
melakukannya.’.” (Q.S. Al-Anbiya’ 78-79)

Perintah wajib itu ditujukan kepada dua hal yaitu perintah menetapkan
hukum atau menyelesaikan satu masalah dengan adil dan perintah berlaku adil bagi
orang yang menetapkan hukum dan menyelesaikan suatu masalah dengan jalan
ijjtihad dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku.

Dari ilustrasi di atas dan bertitik dari realita maraknya praktek-praktek mafia

peradilan baik dari kalangan pegawai peradilan atau kalangan orang-orang yang

® Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Al-Ambiya’ 78-79



berkepentingan yang mempunyai kedudukan, maka Dissenting Opinion (ijtihad)
merupakan jalan menuju keadilan.

Dissenting Opinion merupakan suatu pranata yang penting dan harus
dikodifikasikan. Secara hukum acara pidana Indonesia Dissenting Opinion ini sangat
penting untuk diketahui oleh para ahli hukum, karena selama ini peradilan di
Indonesia banyak menuai kecaman karena tidak adanya putusan hakim yang berbeda
dengan hakim yang lain, sehingga masyarakat dan ahli hukum yang lain kurang
begitu tahu bagaimana cara penafsiran hakim dalam menjatuhkan vonis pidana
dengan hakim yang lain dalam suatu majelis.

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana, apabila memang benar-benar dalam
suatu sidang ada perbedaan pendapat di antara hakim, banyak di antara kita yang
kurang paham bagaimana prosedur dan kedudukan perbedaan pendapat dan putusan
hakim dalam menyelesaikan vonis pidana yang sesuai dengan prosedur peradilan,
baik bukti-bukti dan saksi-saksi serta landasan hukum yang kuat

Penelitian penulis dimulai dengan menganalisa realita bahwa secara tidak
langsung Dissenting Opinion ikut menghiasi tatanan sistem acara peradilan di
Indonesia. Karena dampak Dissenting Opinion dapat memberikan suatu wacana baru
tentang bagaimana menjadi seorang hakim yang jujur dan bijaksana, serta penegakan
keadilan yang selama ini hanya dipegang oleh hakim pimpinan yang secara tidak
langsung mematikan penafsiran hukum dari tiap hakim yang bersidang. Oleh karena
itu penulis ingin meneliti tentang kedudukan Dissenting Opinion yang dilakukan

oleh hakim, sehingga kita semua akan mengetahui bagaimana prosedur ketika dalam



suatu persidangan terdapat perbedaan pendapat di antara hakim serta bagaimana
kedudukan secara hukumnya Hal ini karena hakim berperan penting sebagai salah
satu alat hukum'’. Dalam konteks ini penulis secara langsung meneliti dan
menganalisis prosedur dan ketentuan-ketentuan Dissenting Opinion dalam pasal 182
ayat 6 KUHAP ditinjau dari Hukum Islam, kemudian penulis juga akan meneliti
kembali bagaimana kedudukan Dissenting Opinion tersebut.

Pemilihan hukum acara peradilan Islam sebagai pisau analisis dalam
penelitian ini adalah karena peradilan Islam menggunakan tata cara dan aturan yang
sesuai dengan al-qur’an dan al-hadits. Hukum Islam telah lama lahir sebagai salah
satu instrument yang ikut mewarnai pembangunan negeri ini. Menurut Juhaya,
setidaknya ada tiga factor yang menyebabkan Hukum Islam masih memiliki peran
besar dalam kehidupan bangsa kita. Pertama, Hukum Islam telah turut serta
menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan
menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah,
anjuran, perkenaan, dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan Hukum dan
unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian Hukum positif
yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis
dikalangan umat Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih
mempunyai appeal cukup besar''. Senada dengan itu Cik Hasan Basri, Hukum Islam

konsep perkembangannya bertitik tolak dari sesuatu yang ‘ada’ (existing) ,

' Mr.L.J. Van Apeldoorn, Pengantar limu Hukum.h379
" Juhaya S. Praja, Dalam Pengantar Buku Hukum Islam di Indonesia perkembangan dan Pembentukan, h
XV



kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai interaksi dalam kehidupan
masyarakat. Ia menjadi beraneka ragam bentuk karena adanya tuntutan perubahan,
baik internal maupun eksternal, dengan menetapkan unsure ideologis (perkembangan
politik), biologis (pertumbuhan penduduk), geografis (lingkungan alam fisik),
modernisasi (perkembangan ilmu dan teknologi), dan industrialisasi (perkembangan

ekonomi) sebagai variable independent'?.

Rumusan Masalah
Bertolak dari uraian diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam
skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana kedudukan Dissenting Opinion menurut UU No.8 Th 1981 tentang
Hukum Acara Pidana pada pasal 182 ayat 6 ?
2. Bagaimana kedudukan Dissenting Opinion menurut hukum acara peradilan
Islam?
Kajian Pustaka
Sejauh yang penulis ketahui, telah ada beberapa tulisan atau karya ilmiah
yang secara tematis memiliki kesamaan dengan permasalahan yang akan dibahas
dalam skripsi ini. Diantaranya, pertama, karya ilmiah M. Hadi Subhan pada Koran
Kompas dengan judul Dissenting Opinion putusan akbar. Dalam tulisan ini dapat
disimpulkan bahwa Dissenting Opinion merupakan suatu pranata baru dalam

peradilan kita. Karena Dissenting Opinion sebelumnya hanya dipakai oleh negara-

12 Cik Haasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, h 4



10

negara yang menganut sisttm Hukum common law dan seiring dengan
perkembangan dunia Hukum mulai diadopsi oleh Indonesia.'?

M. Hadi Subhan pada tulisan di atas mengemukakan tentang sejarah
Dissenting Opinion itu sampai pada penerapannya di Indonesia, sedang dalam
paparan penulis merupakan bagaimana Dissenting Opinion, kedudukan Dissenting
Opinion dan akibat huicumnya yang lebih spesifik pada pasal 182 ayat 6 UU No 8 Th
1981 tentang hukum acara pidana.

Kedua, HF Abraham Amos, dalam bukunya Legal Opinion, perdebatan
tentang legal opinion atau perbedaan pendapat merupakan suatau wacana baru yang
merupakan aplikasi dari perbedaan pandangan masyarakat umum terhadap putusan
pengadilan.

Dissenting Opinion pertama kali lahir di Indonesia tidak mempunyai
landasan yuridis formal. Ia lahir karena praktek hakim yang berkembang. Pertama
kali lahirnya Dissenting Opinion dalam pengadilan niaga. Sampai saat ini sudah ada
lima putusan pengadilan niaga yang memuat Dissenting Opinion itu. Dalam
peradilan niaga sekarang sudah ada landasan yuridis untuk adanya Dissenting
Opinion itu, yakni diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung.

Sebagaimana terjadi saat ini, tidak jarang hakim yang mempunyai integritas
tinggi selalu kalah dalam voting musyawarah majelis hakim. Terhadap hakim yang
mempunyai perbedaan pendapat ini disediakan sarana untuk mengungkapkan

perbedaan pendapatnya yang disertai argumentasi yuridisnya dan merupakan satu-

B www. Kompas.com. Senin 01 maret 2004 M. Hadi Subhan, dissenting opinion putusan akbar
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2. Memahami ketentuan Dissenting Opinion pada pasal 182 ayat 6 UU No. 8
Tahun 1981 dalam Hukum acara pidana serta akibat hukumnya menurut
pandangan Hukum pidana Islam.

3. Memahami kedudukan Dissenting Opinion dalam hukum acara pidana Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan baik bersifat teoritis maupun
aspek praktis yang bersifat fungsional :

1. Secara teoritis yang bersifat keilmuan yakni pengungkapan pemahaman tentang
prosedur Dissenting Opinion dan bagaimana penerapannya. Kajian ini
diharapkan berguna, baik bagi penulis maupun bagi pembaca secara umum,
karena selama ini prosedur Dissenting Opinion jarang sekali ditemukan dalam
peradilan di Indonesia, karena masih terpaku pada peraturan-peraturan lama dan
masih belum berani melakukan terobosan terbaru dalam bidang hukum.

2. Ditingkatan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan suatu alternatif untuk
membangun kesadaran Hukum dalam peradilan, agar setiap warga Negara
khususnya hakim mampu melakukan terobosan dengan berijtihad pada
keyakinannya sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku mencapai tujuan
hukum itu sendiri, yakni adil.

F. Definisi Operasional
Dalam rangka menghindari bisa pemahaman, penulis mencoba menegaskan
berbagai istilah yang dipakai dalam skripsi ini.
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Hukum Acara Peradilan Islam : Segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam
pengambilan keputusan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya sesuai
dengan al-Qur'an al- hadits.'*

Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum

dalam suatu kasus tertentu.untuk merunut fakta hukum (lex factum) yang keliru

diterapkan dalam suatu putusan hakim pengadilan, hal mana dipandang perlu
untuk ditangguhkan sementaradivji meterill, dibatalkan, sebelum putusan
tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).">

UU No. 8 Th 1981 : undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan Hukum

acara pidana dan perangkat Hukum yang berhubungan dengan Dissenting

Opinion.

a. Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil
pemufakatan bulat kecuali jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh-
sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

b. Putusan diambil dengan suara terbanyak;

c. Jika ketentuan pada huruf a tidak dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih
adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa'®,

G. Metode Penelitian.

1.

Data yang dikumpulkan
Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan atau literatur, maka data
yang akan dikumpulkan adalah data kepustakaan, yaitu :
a. Data tentang pengertian, syarat dan unsur-unsur Dissenting Opinion dalam
UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.

" [bnu Qoyyim al-Jauziyah, hukum acara peradilan Islam,h xix
'> H.F Abraham amos, legal opinion,h 17
' [bid, 8 Th 1981 tentang Hukum acara pidana pasal 182 ayat 6
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b. Data tentang kedudukan Dissenting Opinion dalam pasal 182 ayat 6 tentang
Hukum acara pidana maupun Hukum pidana Islam.
c. Data tentang akibat Hukum bagi terdakwa terhadap kasus yang mengandung
Dissenting Opinion.
2. Sumber data
Sumber data sebagai berikut :
a. Sumber data primer adalah UU No. 8 Th1981 tentang Hukum acara pidana.
b. Sumber data skunder
1) Prof. Dr. Andi Hamzah. S.H, Hukum acara pidana indonesia
2) IKAHI varia peradilan tahun ke XXI No. 253 desember 2006
3) H.F Abraham Amos, legal opinion
4) Cik Hasan basri, peradilan Islam dalam tatanan masyarakat indonesia
5) Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum
Acara Islam.
6) Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam.
7) Tbnu Qoyyim Al-Jauziyah, hukum acara peradilan Islam terjemah dari
Al-turuq al-khukmiyyah fi al-siyasah al-syar ‘iyah
3. Metode analisis data
Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif-

analitis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan teori-teori atau dalil-
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dalil tentang hukum acara peradilan Islam yang berkaitan untuk menganalisa

dan menyimpulkan dissenting opinion'’.

H. Sistematika Pembahasan.

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab dengan sistematika

pembahasan sebagai berikut :

BAB I

BABII :

BABIII:

BABIV:

Merupakan pendahuluan yang dipaparkan secara umum tentang latar
belakang masalah yang akan dikaji. Hal ini juga merupakan langkah awal
untuk melangkah pada bab-bab berikutnya. Dalam hal ini meliputi: latar
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan
studi, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Mengemukakan landasan teori berupa ketentuan-ketentuan pengambilan
keputusan dalam hal konsep Dissenting Opinion dikemukakan meliputi
pengertian,kode etik professi, unsur-unsur dissenting opinion dalam pasal
182 ayat 6

Merupakan hasil penelitian data yakni yang meliputi konsep-konsep dan
ruang lingkup hukum acara peradilan Islam dalam kaitannya dengan
dissenting opinion meliputi pengertian, macam-macam, unsur-unsur dan
landasan hukum.

Merupakan analisa terhadap data yang ada di bab III dengan mengambil
hukum Islam sebagai perspektif terhadap ketentuan Dissenting Opinion

dalam pasal 182 ayat 6 UU No. 8 Th 1981 tentang hukum acara pidana.

'7 Syaifuddin Azwar, metode penelitian,h. 40
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BABV : Merupakan penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang

meliputi kesimpulan dan saran-saran



BAB 11
KONSEP DISSENTING OPINION DALAM PASAL 182 AYAT 6 UU No. 8 TH

1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Dan Konsep Dissenting Opinion

Disennting opinion menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan
tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu’, dalam masyarakat yang
majemuk dan multi kultur, perbedaan tenatang pemahaman suatu hukum sudah
menjadi hal yang biasa.

Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang
diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara,
merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim itu kalah suara atau
merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Dissenting
opinion ini merupakan jargon baru dalam sejarah peradilan Indonesia®.

Filosofi adanya lembaga hukum dissenting opinion adalah untuk
memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) dari
para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui, mayoritas perkara
pengadilan diputus oleh sebuah majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim

atau lebih,

' H.F Abraham Amos, legal opinion h,17
? www.kompas .com, M. Hadi Subhan dissenting opinion kasus akbar

17
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Dalam pengambilan putusan akhir, tidak tertutup kemungkinan terjadinya
perbedaan pendapat di antara majelis hakim itu. Jika terjadi perbedaan pendapat,
maka putusan diambil berdasar suara terbanyak.Doktrin dissenting opinion lahir
dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum
Common Law’, seperti di AS dan Inggris. Doktrin itu lalu diadopsi negara-negara
yang menganut sistem hukum kontinental, seperti Indonesia, Belanda, Perancis,
dan Jerman.

Dalam tata laksana pembuatan legal opinion mempuanyai beberapa
prosedur yang perlu diperhatikan.*

1. Struktur hukum yang mengatur dalam masyarakat dan negara, apakah dalam
suatu negar itu mengikuti sistem hukum common law (anglo saxon) atau
mengikuti cilvil law (Eropa continental) dalam ketegasan hukumnya.

2. Tuntutan nilai kepastian hukum, dalam hal ini bagaiman cara berperilaku para
aparatur penegak hukum dan bagaimana konsistensi dalam menerapkan suatu
hukum yang sudah ditetapkan.

3. Penafsian hukum yang sejalan dengan penafsiran yang ada dalam
masyarakat, sehingga hukum mempunyai pandangan yang sama baik secara
normative, sosiologis, yurudis, filosofis dan empiris.

4. Pandangan hukum harus berorientasi pada netralitas persoalan yang obyektif.

3 Titik triwulan tutik, hukum tata negara, h119
* Ibid, H.F Abraham Amos, h 7-8
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Dalam penerapan dissenting opinion harus melihat beraneka cara pandang
dalam menafsirkan hukum. Pertentangan yang terdapat dalam aturan hukum
berupa satu undang-undang dengan lainnya. Pemecahannya menyangkut
masyarakat yang komplek dan mengikuti cara pandang mereka. Mencari
kebenaran yang hakiki dalam penafsiran hukum yang sebenar-benarnya.

Penerapan legal opinion khususnya dissenting opinion dalam hukum
international melalui beberapa media (media cetak, TV, seminar ), namun tidak
lepas dari tujuan akhir yakni mencari kebenaran hakiki yang seadil-adilnya.

. Kode Etik Professi

Legal opinion tidak serta merta bisa disampaikan oleh praktisi hukum baik
pengacara, hakim ada beberapa kode etik yang harus dipenuhi dalam penerapan
lega opinion (dissenting opiion). Penguasaan terhadap ilmu hukum serta
penerapannya merupakan hal yang utama dalam langkah untuk bisa
menyampaikan legal opinion

Dalam penerapannya dissenting opinion tidak bisa disuguhkan oleh
seorang ahli hukum yang tidak mempunyai kecakapan hukum yang pasti dalam
bidang tertentu, karena ilmu hukum tidak hanya mencakup dalam satu bidang,
namun seorang hakim bisa saja hanya mengerti dalam bidang hukum niaga, tapi
tidak hukum pidana.

Dalam kode etik secorang hakim salah satunya adalah tirta, yakni

mempunyai sifat jujur dalam menerapkan dan menjalankan hukum. Karena dalam
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beberapa kasus terjadi banyak kecurangan karena dalam memutus perkara hakim
tidak mempunyai sifat yang jujur.

C. Isi Dan Penjelasan Pasal 182 Ayat 6 UU No. 8 Th 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana
Isi

Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil

permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan

sungguh- sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai
berikut :

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;

b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan
yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi
terdakwa.’

Penjelasan ayat 6

Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang

hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya

rahasia®.

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan manusia selalu
bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan
menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan semua orang melawan semua orang,
jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.
Dan hukum mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan
perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dana

mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai

> UU No 8 Th 1981 Pasal 182 ayat 6
S ibid
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tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil, karena setiap orang mendapat
perlakuan yang sama dimuka hukum.’

Undang-undang No. 8 tahun 1981 dalam KUHAP meletakkan dasar
humanisme dan merupakan era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Tujuan
mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini tampaknya
sudah bukan merupakan suatu tujuan yang utama, namun tujuan perlindungan
atasharkatdaumartabatseorangtersangka/termduhatauterdakwalahyang
merupakan tujuan utama, yang merupakan masalah dasar adalah bagaimana
mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat
dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Kepastian Hukum adalah merupakan salah satu tujuan Hukum di samping
masalah keadilan, dan dalam kepustakaan ilmu Hukum terjadi perdebatan yang
tak berkesudahan di antara dua tujuan tersebut mana yang harus diutamakan.
Masing-masing ahli Hukum mempunyai landasan teoritik dan pertimbangan yang
berbeda dalam menentukan mana yang diutamakan antara kepastian Hukum
dalam keadilan tersebut. Bahkan idealnya adalah Hukum dapat mencerminkan
rasa keadilan dan kepastian hukum®.

Hukum terdiri daripada peraturan-peraturan tingkah laku, segala peraturan

—peraturan yang mengandung petunjuk —petunjuk bagaimana manusia hendaknya

” Pasal 5 UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
®, Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Kapita Selekta Hukum 119



22

bertindak-tanduk, jadi peraturan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi
manusia, meliputi peraturan tentang agama, kesusilaan, hukum, dan adat.’

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan
atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Ialah kebenaran yang
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan
hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah
pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan
selanjutnya meminta pemerikasaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang
didakwa itu dapat dipersalahkan'®

JM Van Bemmelen, dalam tulisannya mengatakan fungsi hukum acara
pidana yang paling penting ada tiga :perfama, mencari dan menemukan
kebenaran, karena dengan menemukan kebenaran maka eksistensi dari hukum itu
sendiri akan ketemu. Kedua, pemberian keputusan oleh hakim, hal ini terkait
sekali dengan kebenaran dari fungsi pertama karena ketiak kebenaran sudah
ketemu, maka putusan itu akan dijatuhkan. Ketiga, pelaksanaan keputusan yang
terakhir ini adalah aplikasi dari kebenaran itu sendiri.'!

Hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran para penegak
hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili
perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang

® . Mr. L.J Van Apeldoom, pengantar ilmu hukum 22
' Andi Hamzah, S.H, Hukum Acara Pidana Indonesia h,8
" Ibid, disuntuing dari bukuJ. M Van Bemmelen Strafvordering,h 1-2
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sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur
dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan.
Di dalamnya termuat perlakukan yang sama dimata hukum, penangkapan,
penahanan, penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur tertulis adanya asas
praduga tak bersalah dan pengawasan yang ketat terhadap putusan hakim.'2

Sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif diatur dalam KUHAP
yang membutuhkannya diharapkan sebagai suatu kodifikasi hukum. Akan tetapi,
dalam prakteknya KUHAP sebagai kodifikasi ternyata masih memerlukan
peraturan-peraturan pelaksanaan dan instansi penegak hukum. '

Hukum acara pidana (strafprocesrechtf) di dalam pembagian hukum
pidana digolongkan scbagai hukum pidana formal. Hukum acara pidana
berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, merupakan suatu rangkaian
peraturan-peraturan yang memuat berbagai badan-badan pemerintahan yang
berkuasa dalam bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan
hukum pidana."*

Hukum acara pidana berfungsi untuk mewujudkan hukum pidana yang
didalamnya diwujudkan dalam fungsi perangkat pelaksana seperti polisi, jaksa
dan hakim. Pra pelaksanaan itu di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh
menyimpang dari azas-azas hukum acara pidana. Hukum acara sebagai kumpulan

ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari

2 Muhammad Faisal Salam, , Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, h. 23
" Luhut M. P. Pangaribuan, LM., Hukum Acara Pidana, h.1
" C. Djisman Samosir,., Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan, h.6
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kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam
hukum material, berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan
mengabdi terhadap hukum materiel. "’

Dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh dalam bidang
hukum, maka harus ditingkatkan penyempurnaan undang-undang serta
ditingkatkan kodifikasi dan unifikasi hukum. Pembangunan sedemikian dibidang
hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan
kewajibannya dan agar dapat dicapai dan ditingkatkan pembinaan sikap para
pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing
kearah tegak dan mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan
pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan
kepastian hukum demi tegaknya republic Indonesia sesuai dengan Pancasila dan
undang-undang dasar 1945'.

Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka dalam
kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan pembaharuan atas hukum
acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk
menghimpun ketentuan acara pidana yang dewasa ini masih terdapat dalam
berbagai undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan

kodifikasi itu. Kitab undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tata

' Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Bandung: Pradntya Paramita, 1976), h. 15
' Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, penjelasan UU No. 8 Th 1981 tentang hukum acara pidana, h.

291
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cara dari suatu proses pidana, tetapi kitab inipun memuat hak dan kewajiban dari

mereka yang ada dalam suatu proses pidana.'’

D. Unsur-Unsur dan batasan Dissenting Opinion dalam pasal 182 ayat 6 UU No.
8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Guna menyelamatkan dan melindungi berbagai kepentingan yang
bermacam-macam dan memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat
timbulah ketentuan dan peraturan, yang menjadi pegangan bagi kehidupan
masyarakat. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan itu berisi bagaimana
orang harus berbuat , apa yang diwajibkan dan apa yang tidak diperbolehkan, agar
terpelihara suatu susunan hidup di dalam masyarakat yang harmonis, di mana
kepentingan-kepentingan yang bermacam ragam itu dapat disesuaikan. '8

Tidak semua perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau pemidanaan.
Setiap perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau ancaman pidana apabila
terbukti melanggar aturan yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan asas
legalitas yang dianut oleh hukum pidana bahwa tiada perbuatan yang dapat
dihukum sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (nullum
delictum sine praevie lege poenali). 1

Hal ini sesuai dengan pengertian dari perbuatan pidana itu sendiri, yaitu

suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut

Y Ibid h 353
'8 Mr. R. Tresna, Azaz-Azaz Hukum Pidana h10
' Opcit Dr. Andi Hamzah, SH KUHP & KUHAP h 3
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telah disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana terlalu bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut’®. Dan perbuatan tersebut bersifat
melawan hukum dan dapat dicela®'

Negara republik Indonesia jalah negara hukum yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukanya di
dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum?

Pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat
dapat menghayati hak dan kewajibanya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan
pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan
wewenang masing-masing kea rah tegak mantapnya hukum, keadilan dan
perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta
martabat manuisa, keterttiban dan kepastian hukum demi tegaknya republic
Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan undang-undang
dasar 19452,

Berkaitan dengan dissenting opinion, seorang hakim tidak dapat dikatakan
mendapatkan hak dissenting opinion apabila belum memenuhi unsur-unsur

dissenting opinion. Adapun unsur-unsur dissenting opinion adalah sebagai berikut

 Moeljatno,4sas-Asas Hukum Pidana, h. 54

2! D. Scheffmeister, dkk.Hukum Pidana, (ed). J.E, sahetapy, h. 25-27
z Penjelasan umum UU No. 8 Th 1981

B Ibid
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1. Unsur-Unsur Obyektif
e Perbedaan ( pendapat, landasan hukum, putusan)
e Obyeknya yaitu Kasus.
¢ Tidak menemui jalan musyawarah
2. Unsur Subyektif (tujuan).
Unsur obyektif pertama dan ketiga yakni setiap ada perbedaan
pendapat diantara hakim dan tidak menemui jalan musyawarah, maka terjadi
dissenting opinion agar mendapat keadilan baik terdakwa atau hakim dalam

mengeluarkan pendapat.



BAB III

HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

A. Pengertian dan Peran Qada

Peradilan menurut bahasa, berasal dati kata Qada yaing artinya selesai,
ketetapan. Sedangkan menurut istilah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah
atau Negara untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara
yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.'

Menurut Agishby Qisty, pengadilan adalah lembaga yang menempatkan
perkara-perkara hukum sesuai dengan tempatnya.” Jadi pada dasarnya lembaga
peradilan adalah tempat dimana orang-orang menyelesaikan persoalan baik yang
berkenaan dengan apapun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara adil
sesuai dengan firman Allah.
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa’ :58)

! Moch. Rifa’l, Figih Islam h 76
2 Aghisby Qisty, Pemerintahan Islam h 83
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Peranan peradilan dalam Islam sendiri adalah sebagai alat untuk menghukumi
segala ketentuan yang berkenaan dengan muamalah manusia yang menjadi
bertentangan di antara mereka dan Allah telah memberikan jalan untuk
menyelesaikan persengketaan diantara manusia melalui peradilan dan
menghukumi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sesuai dengan firman-

Nya.
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Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah
Allah wahyukan kepadamu, dan janganiah kamu menjadi penantang (orang
yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat. Dan
mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang (Qs : An-Nisa’ 105-113)
Makna al-Qada secara Syar'i
Sekalipun secara bahasa kata al-Qada memiliki banyak makna, secara
tradisi ia akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik
dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakkan istilah al-Qada dalam masalah
praktik dan putusan peradilan.
Para ulama memberikan beberapa definisi al-Qada dalam pengertian syar'i

ini. Menurut Al-Khathib Asy-Syarbini,al-qada adalah penyelesaian perselisihan di
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antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT.? Dalam Fath al-Qadir al-
Qada diartikan sebagai al-llizam (pengharusan), dalam Bahr al-Muhit diartikan
sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan
dalam Bada’i ash-Shana’i diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia
dengan haq (benar).*

Ibn Abd As-salam menyatakan, (Keputusan) hukum yang dilakukan
seorang qadi (hakim) yang memiliki wewenang tidak lain adalah menampakkan
hukum syariat dalam masalah yang terjadi mengenai orang-orang yang wajib
dikenai hukum.

Al-Qada (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-
Quran dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum
atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Rasul SAW
secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-
tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan
keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan
'uqubat umumnya; juga dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati
pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam
masalah mazalim mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair

bin Awwam dan seorang Ansar dalam masalah pengairan; dan sebagainya.

3 Muhammad Khathib Asy-Syarbini, Mughn al-Muhtdj, iv/371-372, Dar al-Fikr, Beirut; Definisi ini
juga dipilih oleh asy-Syarwani, Hawasyi asy-Syarwéni, X/101, Dar al-Fikr, Beirut. tt.
4 Op. Cit.Zain bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar,
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Ketika kekuasaan Negara Islam semakin luas, Rasulullah SAW
mengangkat beberapa sahabat sebagai qadi (hakim) yang beliau tempatkan di
beberapa daerah, seperti Muaz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di
daerah Yaman. Qadi pada masa Rasul SAW. antara lain: Umar bin al-Khathab,
Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-
Asy'ari, dan Muadz bin Jabal.

Praktik al-Qada (Peradilan) oleh Rasul SAW bukan hanya dalam masalah
perselisihan (4/-Khushumat), tetapi juga dalam masalah hisbah dan mazalim. Abu
Abdillah berkata, "Perkataan sebahagian bahwa al-Qada adalah penyelesaian
antara dua orang yang bersengketa atau lebih jelas masih kurang." *> Sebab,
definisi tersebut belum bersifat jami’, yakni mencakup seluruh realiti al-Qada.

Dari beberapa definisi para ulama terlihat adanya dua sifat dari al-Qada
yaitu adanya penjelasan hukum syariat dan sifatnya mengikat untuk dilaksanakan.
Seorang qadi, ketika memutuskan perkara, ia memberitahukan hukum syariat
dalam perkara itu kepada pihak yang terkait. Hukum yang diberitahukan itu
bersifat mengikat, yakni wajib dilaksanakan. Hal ini membedakannya dengan
fatwa, meski sama-sama merupakan pemberitahuan tentang suatu hukum syariat,
karena fatwa tidak bersifat mengikat.

Kerana itu, definisi yang lebih tepat adalah sebagaimana yang diberikan

oleh Ibn Farhun ® dan Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani’bahwa al-Qada adalah al-

5 Abu Abdillah, Maw#hib al-Jalil, V1/86.
¢ Dikutip oleh Abu Abdillah, Mawihib al-Jalil, VI/86.
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Ikhbar bi al-Hukm Asy-syar'i ‘ala sab’il al-'ilzam (pemberitahuan tentang suatu
hukum syariat yang bersifat mengikat). Abu Abdillah menjelaskan bahwa yang
dimaksud ikhbar itu boleh disalahfahami sebagai ikhbar lawan dari insya', yang
berkemungkinan benar atau dusta. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi, maksudnya
merupakan perintah gadi tentang suatu hukum syariat yang bersifat mengikat. ®
B. Rukun - Rukun Qada
Untuk menguatkan adanya peradilan itu sendiri, maka harus ada
beberpa instumen yang melengapinya :

1. Hakim adalah orang yang diberi wewenang pemerintah untuk

memutuskan persengketaaan diantara masyarakat.
a. Macam-macam hakim

1) Qodi ‘Aam: bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di
tengah-tengah masyarakat, misalnya masalah sehari-hari yang terjadi
didarat, tabrakan mobil, kecelakaan-kecelakaan, dsb.

2) Qodi Muhtasib: bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang
timbul diantara ummat dan beberapa orang, yang menggangu
masyarakat luas, misalnya berteriak dijalanan, mencuri di pasar, dsb.

3) Qodi Mazalim: yang mengurusi permasalahan antara masyarakat
dengan pejabat negara. Dia dapat memecat para penguasa atau

pegawai pemerintah termasuk khalifah.

7 Al-Qadi Tagiyyuddin an-Nabhani, Nizhdm al-Hukm fi al-Isldm, diperluas dan dirinci oleh Syaikh
Abd al-Qadim Zallum, hal 182, min mansyurat Hizb at-Tahrir, cet vi (mu'tamadah). 2002,
8 Abu Abdillah, Mawéhib al-Jalil, VI/86.
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b. Syarat- syarat hakim

1
2)

3)

4)

3)

Syarat — syarat hakim menurut Husni Rahim (1997 : 145) adalah :
Islam
Baligh / Berakal sehat

Dalam hal menjadi seorang hakim harus mempunyai pikiran
yang sehat dan juga baligh, karena anak-anak tidak bisa dijadikan
Orang yang merdeka

Pada zaman dahulu syarat ini memang diperlukan karena
hanya orang yang merdeka yang punya keputusan dan perilaku yang
bebas, tanpa intervensi dari majikan.
Bersikap dan Bertindak adil

Orang yang bisa berbicara dengan kebenaran dan dapat
dipercaya dan bisa menjaga kehormatan diri dan pekerjaan da’i segala
yang dilarang baik sebagai seorang muslim, dan juga seorang pejabat '
bisa diangkat menjadi seorang hakim, karena ini adalah syarat
kesempurnaan.
Seorang laki-laki

Syarat untuk menjadi seorang hakim adalah laki-laki, maka

tidak boleh seorang perempuan atau anak-anak dan pendapat ini

disepakati oleh ketiga madzab, kecuali Abu Hanifah berpendapat



34

boleh mengangkat hakim perempuan, namun hanya sebatas urusan had
dan Qisash.
Menurut jalaludin Muhammad bin ahmad al-mahdi dalam Syarah
Hasyiyah Qulyubi ‘Umairah syarat hakim ada sembilan’, antara lain :
1. Islam
2. Mukallaf (Berakal dan Baligh)
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Adil
6. Mendengar
7. Melihat
8. Berbicara
9. Mujtahid
Ibnu Qasyim al-Ghozy dalam Hasyiyah Al-Bajuri'® lebih merinci
lagi tentang syarat-syarat menjadi seorang hakim :
1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka

5. Laki-laki

? Jalaludin Muhammad bin ahmad al-mahdi, hasyiyah qulyubi ‘umairah, h 297
' tbnu qasyim al-ghozy, hasyiyah al-bajuri, h326-329
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6. Adil
7. Mengenal hukum-hukum kitab dan sunnah
8. Mengetahui ijma’
9. Mengetahui perbedaan pendapat para ulma’
10. Mengetahui jalan ijtihad
11. Mengetahui literatur Bahasa arab
12. Mengetahui Tafsir al-Qur’an
13. Mendengar
14. Melihat
15. Bisa Menulis
16. Cerdas
Dalam Bidyatul Mujtahid, at-thobary mengatakan seorang hakim bisa
perempuan dengan alasan, bahwa setiap orang bisa memutuskan sebuah
hukum, maka berhak menjadi hakim, kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh
ijma’ yaitu masalah imamah al-kubro.'" Abu hanifah dalam kitab yang sama
juga menyebutkan kebolehan seorang perempuan menjadi hakim, namun
terbatas dalam permasalahan niaga."
c. Kedudukan ijtihad hakim
Dalam tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang

baru, apalagi dapat dianggap tabu. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab

! Imam al-qodi abu walid Muhammad bin ahman bin Muhammad ibnu rusyd, bidayatul mujtahid wa
nihayatul mugqtashid, h377
2 Ibid, h377
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yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum,
mengkaji, membandingkan, kemudian mendiskusikan berbagai pandangan
yang berbeda-beda dengan argumentasinya masing-masing.

Penguasaan terhadap perbedaan pendapat ini bahkan menjadi
syarat seseorang dapat disebut sebagai mujtahid atau ahli dalam ilmu
agama. Orang yang tidak memiliki wawasan tentang pandangan-
pandangan ulama yang beragam beserta dalilnya masing-masing, dengan
begitu, belum dapat disebut ulama yang mumpuni di bidangnya.

Tidak sedikit dari para hakim yang menggunakan penalaran akal
fikirannya terhadap putusan-putusan yang dibuat sehingga menjadi satu
hukum yang tetap. Dan menurut tabi’atnya, bahwa hasil ijtihad itu tidak
dalam bentuk yang satu, karena perbedaan jalan-jalannya, maka perbedaan
dalam figih itu masih ada, dan perbedaan yang timbul dari hasil ijtihad itu
adalah hal yang wajar terjadi dikalangan para hakim yang menerapkan
undang-undang yang dibentuk dalam pasal-pasal yang terbatas, karena
kebanyakan berselisih tentang pemahaman, penafsiran dan penerapan
sebagian pasal-pasal ini karena tidak jelas petunjuknya kepada hukum
yang tertentu sehingga hal ini merupakan lapangan bagi ijtihad , meskipun

pada nash yang pasti ketetapan adanya (Qat’i subut).
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Dalam peradilan Islam seorang hakim mempunyai hak untuk
berbeda pendapat dengan hakim yang lain dalam memutus perkara

persengketaan, sesuai dengan hadits rasulullah SAW :
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Abu Hurairah r.a telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda :
terjadi dua wanita sedang berjalan masing-masing membawa
putranya, tiba-tiba datang srigala menerkam seorang anak, maka
bertengkarlah kedua wanita itu, yang satu berkata : putramulah yang
dimakan srigala. Jawab yang lain : putramulah yang dimakan. Maka
keduanya mengadukan perkara kepada nabi Daud a.s. sehingga nabi
Daud memutuskan memendangkan yang lebih tua dan menyerahkan
anak yang selamat kepadanya, maka keluarlah kedua wanita pergi
kepada nabi sulaiman bin Daud a.s untuk memberitahukan
kepadanya, lalu nabi Sulaiman berkata: bawakan untukku pisau untuk
aku belah anak itu menjadi dua. Maka berkata wanita yang muda:
Jangan dilaksanakan. Maka nabi sulaiman memutuskan bahwa putra
yang selamat itu putranya. (Bukhori, Muslim). 13

Senada hadits di atas firman Allah yang menyebutkan tentang
kisah Sulaiman as. dan Daud as. dalam menyelesaikan suatu perkara yang
sama namun mercka mempunyai pandangan yang berbeda, walaupun
seperti itu putusan (jjtihad) hakim yang terbaru tidak bisa mengubah
hukum dari jjtihad hakim yang terdahulu sesuai dengan prosedur hukum

acara. Allah SWT berfirman:

** Muhammad Fu’ad Abdul Bagi, terjemahan H. Salim Bahresisy,al-Lu fu’ wal Marjan h 642
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“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya
memberikan Keputusan mengenai tanaman, Karena tanaman itu
dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah kami
menyaksikan Keputusan yang diberikan oleh mereka itu, Maka kami
Telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang
lebih tepat dan kepada masing-masing mereka Telah kami berikan
hikmah dan ilmu dan Telah kami tundukkan gunung-gunung dan
burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. dan kamilah yang
melakukannya.’*.” (Q.S. Al-Anbiya’ 78-79)

Dalam Islam jurisprudensi'’ merupakan suatu hasil ijtihad yang
bisa digunakan sebagai hujjah (dasar), karena hasil ijtihad yang sesuai
dengan ketentuan syarat dan rukunnya merupakan pemikiran yang bisa
digunakan sebagai hukum kepada suatu kasus yang sama, apabila sudah
menjadi ijma’'é.

2. Hukum produk keputusan hakim berupa keputusan tentang suatu
perkara.
Dalam menjatuhkan vonis pidana ketentuan seorang hakim
menjatubkan vonis pidana ada tiga sumber sebagai prosedur sumber
produk materi hukum'’:

a. Hukum yang diturunkan, yaitu : al-Qur’an dan as-Sunnah,

" DEPAG R, al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Al-Ambiya’ 78-79
' M. Dahlan. Y . Albarry,Kamus Indik Istilah limiah. Jurisprudensi adalah kumpulan putusan hakim

16 Ibid h 43

' Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam h,178-179
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Hukum dalam klasifikasi ini, wajib diikuti. Barang siapa yag
menyimpanginya, wajib diperangi. Dana hukuman ini bermuatan
pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, politik, pemerintahan
hukum benda, hukum acara peradilan dil.

b. Hukum produk dari analogi produk yang diturunkan,

Hukum dalam Kklasifikasi ini ialah hukum produk peradilan
dalam tugasnya menyelesaikan sengketa, dan hukum sebagai
intepretasi para imam mujtahid. Barang siapa mengambil sesuatu yang
didalamnya diijinkan untuk melakukan ijtihad, maka ijtihadnya itu
dapat diakui, tetapi tidak atas semua orang yang mengikutinya.kecuali
dengan alas an bahwa hal tersebut tidak ditemukan rujukannya dari al-
Qur’an dan as-sunnah.

c. Hukum yang harus ditinjau kembali

Hukum dalam klasifikasi ini ialah hukum yang diputuskan oleh
pengadilan berdasarkan keterangan saksi palsu, putusan yang
dijatuhkan karena kebodohan dan kezaliman, hukum yang diputuskan
berdasarkan pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari
luar dengan maksud menelantarkan haknya. Misalnya mengajarkan
orang yang sedikit payah untuk menetapkan bagi ahli waris sesuatu
yang tidak haknya, dengan maksud membatalkan ahli waris dan
lainnya.

3. Al Mahkum bih adalah hak menuntut dan banding.
4. Al Mahkum alaih adalah pihak tergugat

5. Al Mahkum lah pihak penggugat.

C. Hikmah Peradilan

1.

2.

Terwujudnya perdamaian dalam masyarakat

Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa
Terwujud perlindungan hak setiap orang

Terwujudnya keadilan bagi manusia

Mewujudkan taqwa bagi semua pihak.

D. Landasan Hukum Adanya Qada Dan Qadi
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Landasan Sistem Peradilan dan hukum-hukumnya berasal dari Al-Quran
dan As-Sunnah. Mengenai Al-Qur'an, Allah SWT Berfirman dalam beberapa

Surat , diantaranya dalam QS. 4:105
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Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak
bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat (QS. An-nisa’ :105)

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa adalah sah untuk menghukumi
antar manusia dan bahkan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan hanya
merujuk kepada sistem Allah SWT. Mengenai As-Sunnah, Rasulullah SAW
sendiri memimpin Sistem Peradilan ini dan beliaulah yang menghukumi umat.
Muslim menceritakan hal yang disampaikan Aisyah (ra), istri Rasulullah SAW
bahwa beliau berkata, Sa’ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama’a berselisih satu
sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa’ad berkata: “Rasulullah SAW,
adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia
menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.” Abd Ibn Zama’a
berkata: “Rasulullah, dia adalah saudaraku karena dia lahir di atas tempat tidur
ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah lalu melihat persamaan itu dan beliau
mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, “Dia adalah

milikmu wahai Abd Ibn Zama’a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan
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seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah
untuk pezina.” Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukumi umat
dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan.

Qada disyar’i atkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan [jma’

ummat Islam. Allah SWT menegaskan:
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"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah.” (QS Al-Maa-idah: 49)
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"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara
mereka dengan adil.” (QS Shaad: 26)
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Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, hingga

mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.
QS.4.65

Dari Amr Ash ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda,
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“Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, lantas
benar (keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala; dan apabila ia
memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian (ternyata) keliru
(keputusannya), maka ia mendapatkan satu pahala.” '®
E. Macam — Macam lembaga Qadi
Penjelasan tersebut sckaligus menjelaskan tiga kelompok perkara dan
macam lembaga al-Qada
1. Perselisihan di antara manusia dalam perkara muamalah dan 'uqubat. Perkara
ini ditangani oleh al-Qadi (jamaknya al-Qudat), kadang disebut Qudat al-
Khushumat.
2. Perkara yang dapat membahayakan hak jamaah/umum; disebut Hisbah.
Perkara ini ditangani oleh Qadi al-Hisbah atau al-Muhtasib.
3. Sengketa masyarakat dengan negara dan aparaturnya, atau kezaliman yang
dilakukan oleh atau akibat dari kebijakan negara dan aparaturnya. Inilah yang

disebut mazhalim dan ditangani oleh Qadi al-Mazalim

F. Prosedur Peradilan Islam
1. Dakwaan
Dakwaan adalah permintaan atau tuntutan dari orang yang
mengajukan haknya, berfirman Allah SWT". :

'8 Abubakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam H 500
% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h. 41
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Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di

“dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh
(pula) di dalamnya apa yang kamu minta.” (QS. Al Fushilat : 31)

Dalam dakwaan terdapat 2 unsur yang mempengaruhinya, pertama,

pendakwa atau orang yang mengajukan kasus (mudda’i), kedua, terdakwa

(mudda’ah ‘alaih).

2. Alat Bukti

Dalam hukum pidana ada yang namanya azas praduga yang tak
bersalah maka dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat dan
mengerti secara luas tentang peristiwa dan kasus tersebut. Adapun alat bukti
merupakan sesuatu yang prinsipil dalam menentukan vonis pidana karena

berhubungan dengan hak pendakwa, sesuai dengan hadits Nabi
W L 4...1‘ :J6 oL de B e O of g Ay o, un.g..“ Y
Telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ath Thabrani dengan isnad yang

shahih, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Bukti itu Wajlb pendakwa; dan
sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya®®.”

Alat bukti disini termasuk juga saksi (4sh syahadah) baik dia hanya

melihat atau mendengar secara langsung tentang peristiwa yang menjadi

 HR. Baihaqi dan Thobroni



persengketaan, namun setiap orang yang mendengar atau mendengar secara
langsung tidak bisa dijadikan sebagai saksi sebelum memenuhi syarat:
a. Islam. Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diperbolehkan

menjadi saksi, berdasarkan firman Allah SWT:
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Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi
kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa
bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu
ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga
yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan
tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau
demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". Jika diketahui bahwa
kedua (sakst itu) membuat dosaMaka dua orang yang lain di antara ahli waris
yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan
tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah:
"Sesungguhnya persaksian kami labih layak diterima daripada persaksian kedua
saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya kami kalau demikian
tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri".(Qs : Al-Ma’idah 106-
107)

b. Baligh. Anak-anak yang belum cukup umur tidak bisa menjadi saksi.

c. Berakal.
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d. Merdeka.
e. Adil. Syarat menjadi scorang saksi tidak boleh orang yang berkhianat,
berdasarkan Firman allah dan hadits Nabi SAW:
. o % :t’ s - F I B . s 4 '(: ,"-.,,1,
JIB (535 adhly 39720y Sa3)B 31 o3y 5aly e Sals Selad il 138
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Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikaniah
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran
dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan
baginya jalan kelua (QS : At-Thalaq : 2)

f. Bisa berbicara.

g. Bersih dari tuduhan.

3. Pengakuan
Pengakuan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri
pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan,
meskipun untuk masa yang akan datang, untuk memasukkan kemungkinan
apabila seseorang telah mengakui dihadapan sidang pengadilan. Sebagaimana
difirmankan oleh Allah SWT. dan disepakati oleh para ulama’:
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"Wahai arang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin,
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan."”

Dan sesuai dengan hadist Nabi
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Dari Abu Dzar r.a., dia berkata: "Kekasihku, Rasulullah saw. telah berwasiat
kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah dariku, dan agar
aku tidak melihat kepada orang yang lebih tingi dariku, agar aku mencintai
orang-orang miskin, mendekati mereka, menyambung hubungan silaturrahmi,
meskipun mreka memutuskannya dariku dan berbuat kasar kepadaku. Dan
agar aku mengatakan kebenaran meskipun itu pahit, agar aku tidak takut
kepada celaan orang yang mencela di dalam menjalankan perintah Allah,
agar aku tidak meminta-minta sesuatu kepada seseorang, dan agar aku
memperbanyak ucapan laa haulaa walaa quwwata illa billah, karena ucapan
itu adalah simpanan di dalam surga.”

4. Bayyinah
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Menurut Ibnu Qoyyim, Bayyinah meliputi apa saja yang dapat
mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu. Dalam hukum acara peradilan
Islam, Bayyinah merupakan sesuatu yang wajib dibuktikan oleh penggugat
dan tergugat, karena merupakan salah satu dasar yang digunakan sebagai
dasar hakim dalam menentukan putusan. Oleh karena itu dapat pula
dimasukkan disini sebagai kesaksian orang lain yang melihat atau mendengar
peristiwa, dan bagi saksi wajib memenuhi panggilan kecuali perkara yang

mengandung subhat. Sebagaimana firman Allah, QS. al-Baqarah : 282
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk walktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan
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Jjanganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua
orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.

5. Sumpah
Sebagaimana dalam hukum acara pidana positif, sumpah merupakan
salah satu prosedur yang tertuang dalam KUHAP pasal 76, dalam hukum
acara peradilan Islam sumpah juga merupakan salah satu prosedur yang wajib
dipenuhi oleh baik tergugat maupun penggugat dalam kesaksiannya. Dalam

redaksi sumpah itu adalah billahi (demi Allah), sesuai dengan hadits Nabi:

).U)l wb uxs.:x.wu- o 0%

"Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan "btla'ht " ;tau Gika
tidak demikian) tinggalkanlah™'

6. Qorinah

2 1bidh 112
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Qorimah merupakan sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk yang
mencapai batas keyakinan, sebelum hakim memutuskan suatu perkara
gorimah ini merupakan dasar dalam menentukan suatu putusan karena
merupakan kumpulan dari bukti-bukti baik secara tertulis maupun ucapan,

yang diterima oleh hakim di dalam persidangan.

7. Putusan Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk
menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan. Oleh
karena itu, fungsi hakim yang paling utama adalah memberikan putusan
perkara dengan adil sehingga tidak ada pihak yang terdzalimi.??

Alhukmu menurut bahasa adalah al-ahkam berarti putusan, dan hakim
adalah orang yang menjalankan hukum, dan dijamakkan pada Aukkaam. Dan
dimaksud hukum di sini adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang
merupakan penetapan hak bagi mahkum lah (pihak yang dimenangkan) dari
mahkum alaih (pihak yang dikalahkan). Dan yang dikemukakan disini adalah
yang menyangkut penetapan tersebut, yaitu suatu hasil istimbath oleh hakim.

Adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan-
putusan hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqih Islami,
yaitu nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnmya
(qat’i tsubut wad dalalah ) dari al-Qur’an sunnah, dan fukm yang telah

2 Husni Rahim, Figih Politik. h 45
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disepakati oleh para ulama’ (mujma’ alaih), atau hukum-hukum yang telah
dikenal di dalam agama secara daruri (pasti), apabila perkara yang diajukan
kehadapan hakim itu terdapat hukumnya didalam nash yang gath’i tsubut dan
qathi’ dalalahnya, atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati
oleh para ulama’, atau telah diketahui secara daruri ketentuan hukumnya oleh
kalangan kaum muslimin, kemudian diputus oleh hakim dengan putusan yang
menyalahi yang tersebut itu, maka putusan tersebut batal dan berhak
dibatalkan. Kemudian apabila perkara yang diajukan itu belum ada ketentuan
hukumnya sebagaimana disebutkan di atas, tapi adanya itu di dalam nash yang
ketetapan adanya dan petunjuknya itu dalam persangkaan (dani tsubut wa
dalalah), atau ketetapan adanya saja yang dalam persangkaan (dani tsubuf),
atau petunjuk hukmnya saja yang dalam persangkaan (dani daldlah), atau
belum ada ketentuan hukumnya sama sekali, dalam hal seperti ini, kita harus
memperhatikan pribadi hakim yang menjatuhkan putusan tersebutkarena
putusan itu akan berbeda menurut perbedaan apakah hakim yang menjatuhkan
putusan itu hakim mujtahid, mugollid, atau hakim yang diharuskan

memutuskan perkara berdasarkan undang-undang atau madzab tertentu.?

2 Muhammad Salam Maskur, Peradilan Dalam Islam h128



BABIV

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM TERHADAP
KEDUDUKAN DISSENTING OPINION PADA PASAL 182 AYAT 6 UU No. 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Ketentaun Dissenting Opinion dalam pasal 182 Ayat 6 UU No. 8 Th 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
Perbedaan pendapat tethadap sebuah putusan hakim wajar-wajar saja.
Akan tetapi perbedaan itu mesti mempunyai batas-batas tertentu sehingga tetap
dapat diterima oleh para pihak yang memandang dari sudut berbeda. Sebagai
contoh, marilah memperhatikan kasus Akbar Tandjung. Secara langsung selain
Akbar Tandjung (tetdakwa) antara lain terlibat hakim dan jaksa. Pandangan di
antara terdakwa, hakim dan jaksa, tentu saja berbeda bahkan harus berbeda.
Seperti yang dilakukan Abdur Rahman Saleh.!

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dinyatakan: Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1)
ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan dan

menegakkan hukum dan keadilan harus diterima oleh semua pihak, terutama yang

' Kompas 1 Maret 2004, diambil dari www.google.com
51
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terkait dalam sebuah kasus/perkara di pengadilan. Kemerdekaan ini juga
mengharuskan semua pihak tidek berusaha mempengaruhi hakim dalam

mengambil putusan.

Demikian pula perlakuan yang sama di hadapan hukum harus diterima
sebagai sesuatu yang berlaku bagi semua orang. Mempetlakukan seorang anak
jalanan harus sama dengan pejabat tinggi sekalipun. Kesempatan mengajukan

pembelaan mesti terbuka, baik kepada anak jalanan maupun pejabat tinggi.

Persamaan di antara anak jalanan dan pejabat tinggi tentu saja tidak berarti
segala sesuatu akan sama di antara mereka. Perbedaan selalu saja terjadi di antara
manusia. Oleh karena itu, menyamakan segala hal di antara anak jalanan dengan

pejabat tinggi tidak tepat.

Pemaksaan persamaan merupakan penyangkalan atas persamaan. Dalam
kasus yang sama, mungkin putusan hakim terhadap anak jalanan dan pejabat
tinggi berbeda. Perbedaan itu tidaklah tepat kalau serta-merta menjadi alasan
untuk menyalahkan hakim. Perbedaan itu dapat disebabkan upaya-upaya
pembelaan yang diajukan berbeda. Anak jalanan kemungkinan tidak didampingi
advokat. Kalaupun didampingi advokat, sangat mungkin masih muda dan belum
berpengalaman. Sedangkan pejabat tinggi dapat dipastikan akan didampingi
advokat senior yang berpengalaman. Jadi, perbedaan putusan belum tentu
disebabkan kesalahan hakim.
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Dalam setiap kasus/sengketa di pengadilan, hakim mempunyai sudut pandang
yang berbeda dengan pihak lain yang terlibat. Petbedasn sudut pandang irii
merupakan modal utama hakim untuk memberikan putusan yang tepat. Dengan
demikian dapat diharapkan hakim akan melihat hal-hal yang belum atau tidak
terlihat oleh piliak lain atau kalaupun terlihat ternyata keliru. Ketika meimeriksa
perkara/kasus, hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undang atau

hukum yang berlaku (Law as what it is written in the books).

Akan tetapi, hakim tidak cukup hanya melakukan hal itu sehingga perlu
memperhatikan hukum yang nyata-nyata berlaku di masyarakat (Law as what it is

functioning in society). Ketika membuat putusan, hakim harus memperhatikan

(Zweckmassigkeit), dan keadilan hukum (Gerechtigkeif) Ketiga hal ini perlu

senantiasa diupayakan tercakup secara seimbang dalam setiap putusan hakim.

Dengan menyadari bahwa setiap orang mempunyai sudut pandang yang
berbeda semestinya perbedaan dapat diterima dengan lapang dada. Mengharapkan
orang lain mempunyai pandangan yang sama dengan diri sendiri bukan saja

sangat sulit melainkan tidak mungkii.

Pengambilan keputusan hakim dan prosedurnya telah diatur dalam pasal

182 ayat 6 UU No. 8 Th 1981 tentang Hukum acara pidana, yakni :
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a. Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil
pemufakatan bulat kecuali jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh-
sungguh tidak dapa dicapai, maka berlaku ketertuan sebagai berikut ¢

b. Putusan diambil dengan suara terbanyak;

c. Jika ketentuian tersebut huruf a tidak dapat diperoleh putusan yang dipilih

adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa?.
Dari rumusan ketentuan yang diatur dalam pasal 182 ayat 6 UU No. 8 Th 1981
tersebut di atas dapat diketahui mekanisme pengambilan keputusan hakim

dissenting opinion ada dua macam, yakni :

a. Apabila terjadi perbedaan pendapat (Dissenting opinion) dan diupayakan tetap
menemmui jalan buntu, maka mekanisme yatig digunakan adalah dengan
pengambilan suara terbanyak (voting).

b. Apabila terjadi perbedaan pendapat (Dissenting opinion) dan diupayakan

diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa..

Di dalam rumusan pasal 182 ayat 6 tidak semuanya berisi tentang
prosedur pengambilan keputusan hakim, hanya niengenai prosedur apabila terjadi
perbedaan pendapat di antara hakim dalam menjatuhkan vonis pidana. Tentang
ketentuan musyawarah majelis secara teknis diatur dalam ayat (4), (5), (6) , dana
sedangkan mekanisitie sételah tetjadi perbedaait dan putusan diatur dalam ayat (7)
dan (8).

2 Ibid, KUHP & KUHAP
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B. Kedudukan Dissenting Opinion Menurut UU No. 8 th 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Esensi Dissenting Opinion adalah penolakan anggota majelis terhadap

putusan yang disepakati miayotitas pada prakteknya dissenting opinion dijumpai

beberapa kemungkinan, pertama perbedaan mulai dari dasar-dasar pertimbangan

sampai pada putusan, kedua perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi

tidak ada perbedaan pada putusai, ketiga ada persamaan-persamaan pertimbangan

tetapi berbeda putusan.’

Kedudukan dissenting opinion adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-
kasiis serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun tidak bisa
dijadikan sebagai dsar hukum hanya sebagai referensi, karena kita mengikuti

sistem hukum civil law yang hanya mengakui hukum yang dikodifikasikan.

Pada pasal (7) dijelaskan bahwa putusan yang mengandung dissenting
opinion dicatat dalam buku khusus yang khusus untuk putusan yang mengandung
dissenting opinion. Dalam pelaksanaannya putusan yang mengandung dissenting
opinion dicatitumkan dalam putusan dah dibacakan pada waktu putusan atau

diluar putusan®

* IKAHL, Varia Peradilan, tahun ke XXI No.253 desember 2006
4 Ibid, IKAHI, Varia Peradilan, tahun ke XXI No.253 desember 2006
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C. Kedudukan Dissenting Opinion (Ijtihad hakim) menurut hukum acara
peradilan Islam

Fungsi pengadilan adalah untuk menyelesaikan persengketaan
(mendamaikan) antara dua orang atau lebih dan memutuskan hukum, di samping
itu pula fungsi peradilan yaitu untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman
masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Memenuhi hak-hak hajat hidup
masyarakat dalam pencgakan hukum.’ Dengan pertimbangan membantu pihak
yang lemah, yang kena jinayat, anak-anak yatim, orang yang bangkrut dan
mereka yang hidup kesusahan, bahwa penetapan itu melaksanakan perintah

agama.®

Diantara sarana-sarana demi terwujudnya keadilan dan menjaga hak-hak
serta kehormatan yang merupakan cita-cita hukum dari syariat Islam.” maka
dalam Islam juga mengenal namanya peradilan. Karena sesungguhnya keadilan
itu merupakan salah satu nilai-nilai Islam yang tinggi. Sebagaimana sabda

Rasulullah SAW.
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5 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, h. 36
¢ Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam islam, h. 20
7 Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam,h. 3
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Dari Buraidah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda : "Hakim-hakim
itu ada tiga macam: Dua macam akan masuk neraka dan semacam akan
masuk surga:. Seorang (hakim) yang mengetahui kebenaran;, lalu dia
memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu, maka dia akan masuk
surga. Seorang (hakim) mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak memutuskan
berdasarkan kebenaran itu, dan dia curang dalam putusannya, maka dia akan
masuk neraka. Seorang (hakim) yagn tidak mengetahul kebenaran, lalu dia
memutuskan kemenangan kepada orang berdasarkan kebodohannya itu, mak
dia akan masuk ieraka." Ditiwayatkan oleh Al Atba'ah (perawi yang empat,
yaitu: Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasa'i, dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih
oleh Al Hakim. ®

Namun seiting perkembangan waktu budaya dan pola kehidupan

macam ketentuan-ketentuan baru dalam menentukan acara peradilan.

Dalam Islam dikenal dengan sebutan hukum acara petradilan Islam,
(gad{a) yanig dalam hal ini menyangkut segala peraturan yarg télah dibuat untuk
menyelesaikan segala perselisihan diantara para manusia, sebagaimana hadits

nabi :
B3 5 d ) 355 0 B0 BB e o s e ainall o Jof 13 0570 4
' ks f/\ ” .. //
I 3, sl
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"Sesungguhnya apa yang terjadi di antara para pendukung perjanjian
Indonesia berupa suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan

¥ Drs. Abu bakar Muhammad, Terjemahan Kitab Sublus Salam h. 488
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menimbulkan kerusakan, maka sesungguhnya tempal pengemballannya
adalah kepada Allah 'Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah®”

Dalam pelaksanaannya setiap peradilan mempunyai ketentuan-ketentuan
dalam menjatuhkan sangsi pidana, namun tidak terlepas dari hukum yang telah
dibuat, dalam hukum acara pidana manusia telah membuat aturan-aturan dalam
melakukan prosedur peradilan dan mengacu pada KUHP, sedangkan dalam Islam
setiap pengambilan putusan harus sestai detigati bukti-bukti dan saksi-saksi serta

- tidak terlepas dari hukum yang telah diatur oleh Allah SWT sebagai acuannya.'®

Sebagaimana firmanNya
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Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada)
petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan
perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada
Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka,
disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka
menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada
manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-
ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang
yang kafir. (QS. al-Maidah: 44)'!

® Sayyld sabiq, fighu sunnah, h 8
' Mohammad Kholis Mu'tasim, La Tahzan, h. 355
' DEPAG RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya, 5:44
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Hukum acara sebagai kodifikasi hukum yang mengatur segala tata cata
dalam mengadili suatu perkara. Dalam hal ini Undang-Undang no. 8 th. 1981
merupakan acuan dalam melaksanakan tata cara peradilan di Indonesia, hal ini

sesuai dengan hadits nabi tentang bagaimana cara beracara dalam Islam.
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Dari Ali r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila dua orang
meminta keputusanmu, maka jangan kamu memutuskan kemenangan bagi
yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan yang kedua. Kelak kamu
akan mengerti bagaimana cara memutuskannya.” Kata Ali: Saya senantiasa
menjadi hakim sesudah itu. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At
Tirmidzi; dan beliau menilainya hasan (bagus ;, serta diperkuat oleh Ibnul
Madini dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibbani)
1. Tinjauan terhadap pengertian dissenting opinion
Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang
diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus
perkara, dalam artian seorang hakim yang mempunyai pendapat dan landasan
hukum berbeda dengan hakim yang lain sehingga mempunyai putusan sendiri,
namun merupakan 1 satu kesatuan dengan putusan yang disahkan dan
berkekuatan hukum tetap, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara

minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.

2 ibid, terjemahan subulussalam, h511
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Dalam tinjauan hukum Islam dissenting opinion merupakan bagian
daripada kemamipuan hakim dalam memutuskan suatu perkara (ftikad),
karena dalam pidana Islam seorang hakim boleh berselisih paham dengan
hakim yang lain dalam menentukan suatu vonis pidana. Natmun tidak
miengubah hiasil pada putusan hakim yang telak sah.'

Peradilan Islam sebenarnya juga mengenal perbedaan pendapat dan
putusan hakim yang berbeda ({frfhad), dalam hal ini merupakan sesuatu yanhg
wajar apabila hakim mempunyai persepsi yang betbeda dalam menafsirkan
suatu hukum sesuai dengan prosedur serta saksi-saksi dan bukti. Karena
ketentuan perbedaan pendapat dan putusan (Jfrfhad) sudah diatur dan

mierupakar salahi satu syarat seoratig hakim.'* Sebagairmara hadits Nabi.

Lol a3 0y 106 1 e d e B 05800 O o 1y 5 e 2
30 Al 6 agsn o ol
Dart 'Amr Ibfnul 'Ash, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila seorang
hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapat dua
pahala. Dai apabila dia bevijtikiad akan tetapi salah dalani ijtihadnya, maka

dia mendapat satu pahala”."

2. Tinjauan ketentuan dissenting opinion

Dalam dissenting opinion terdapat tiga ketentuan menurut Undang-

Undang No. 8 tahun 1981. Perrama, pada azasnya setiap putusan itu adalah

 ibid, Peradilan Dalam Islam, b, 133
 ibid, Fikih Sunnah, h. 21
5 H R Bukhori Muslim
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diambil dengan musyawarah. Dalam hukum acara peradian Islam,

menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedua, putusan diambil dengan
suatra terbanyak, dalam penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu orang,
maka apabila terjadi petbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak
(vooting). Ketiga, jika ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan
musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan
yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka diambillah putusan yang
paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa.

Dalam hukum acara peradilan Islam seorang hakim bisa mempunyai
pandangan berbeda dengan hakim yang lain dalam suatu perkars, naifiun
perbedaannya dalam hukum positif, perbedaan pendapat hakim bisa dijadikan

sebagai putusan atau hanya sekedar opini yang berupa putusan tercatat dalam

tidak bisa mengubah putusan hakim yang lama selama sesuai dengan

ketentuan dan prosedur. Sebagaimana hadits Nabi:
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Abu Huralarah r.a telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda : terjadi dua
wanita sedang berjalan masing-masing membawa putranya, tiba-tiba datang
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srigala menerkam seorang anak, maka bertengkarlah kedua wanita htu, yang
satu berkata : putramulah yang dimakan srigala. Jawab yang lain :
putramulah yang dimakan. Maka keduanya mengadukan perkara kepada nabi
daud a.s. sehingga nabi daud memutuskan memenangkan yang lebih tua dan
menyerahkan anak yang selamat kepadanya, maka keluarlah kedua wanita
pergi kepada nab! sulaiman bin dawud a.s untuk memberitahukan kepadanya,
lalu nabi Sulaiman berkata: bawakan untukku pisau untuk aku belah anak itu
menjadi dua. Maka berkata wanita yang muda: jangan dilaksanakan. Maka
nabi sulaiman memutuskan bahwa putra yang selamat itu putranya. (Bukhori
Muslim).’®

Esensi Dissenting Opinion adalah penolakan anggota majelis terhadap
putusan yang disepakati mayoritas pada prakteknya dissenting opinion
dijumpai beberapa kemungkinan, pertama perbedaan mulai dari dasar-dasar
pertimbangan sampai pada putusan, Redua perbedaan pada dasar-dasar
pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan, ketiga ada persaraan-

persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan.'’

Dalam hukum acara peradilan Islam seorang hakim tidak bisa
membatalkan keputusan daripada hakim yang lain yang sama-sama
mempunyai dalil dan hujjah yang kuat karena sesungguhnya setiap putusan itu
harus sesuai derigan dalil dan hujjah. Sesuai hadits Rasuhillah
A ‘2 M ,ulz a - ;% . .’,A‘ M AP 0 Ja)"‘ , ‘.
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' Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, terjemahan H. Salim Bahresisy,al-Lu'lu’ wal Marjan h 642
' IKAHI, Varia Peradilan, tahun ke XXI No.253 Desember 2006
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Umi Salamah isteri Nabi SAW. berkata : "Rasulullah mendengar suara
pertengkaran di muka pintu kamarnya (biliknya) lalu beliau keluar kepada
mereka dan bersabda: "Sesungguhnya aku seorang manusia, dan adakalanya
dua orang yang berperkara datang kepadaku, mungkin yang satu lebih petah
dari lawannya dalam berhujjah, sehingga saya kira ialah yang benar dan aku
menenangkannya. Maka siapa yang aku menangkan dengan mengambil hak
seorang muslim, maka itu bagaikan potongan api neraka yang aku berikan
kepadanya, terserah kepadanya untuk mengambil atau menolaknya. (Bukhati
Muslim)'®

Kedudukan dissenting opinion adalah sebagai yurisprudensi Dalam
hukum positif kita yurisprodensi merupakan suatu acuan karena Kkita
mengikuti sistem hukum anglosection bukan eropacontinental sehingga
yurisprodensi hanya dijadikan sebagai literatur dalam menentukan vonis
pidana. Sedangkan dalam Islam yurisprodensi bisa dijadikan sebagai hujjah
(dasar) dalam menentukan vonis pidana apabila tidak menyalahi dari aturan
al-Qur'an dan as-Sunnah, namun seiring dengan berjalannya waktu
yurisprodensi yang sudah ada tidak bisa dibatalkan apabila muncul hukum

baru dari ijtihad hakim terhadap kasus yang sama.

'® Ibid, Al-Lu'lu’ wal Marjan, h. 637
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PENUTUP

Kesimpulan

1.

Dari uraian diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
Kedudukan Dissenting Opinion pada pasal 182 ayat 6. UU. No. 8 Th. 181 adalah
sebagali yurispudensi yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang hanya
dikodifikasikan sebagai literatur dalam memutuskan kasus serupa dan dijadikan
sebagai pertimbangan apabila terjadi PK atau banding.

Kedudukan dissenting opinion pada hukum acara peradilan islam sama dengan
ruang lingkup ijtihad hakim, dalam hal ini ijtihad hakim mempunyai kedudukan
yang kuat dan bisa dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum) karena dalam islam
mengakui adanya yurisprudensi sebagai suatu kodifikasi hukum, apabila sesuai

dengan ijma’.

. Saran - Saran

Para praktisi hukum khususnya sarjana JIAIN Sunan Ampel Surabaya, supaya
melakukan Re-study yang lebih sempurna dan mendalam lagi tentang kedudukan
dissenting opinion. Ini agar terbentuk / tercipta tatanan hukum acara pidana tentang
hal ini.

Dissenting Opinion merupakan ketentuan yang baru dalam hukum acara pidana,
maka perlu diadakan sosialisasi yang lebih maksimal. Proses ini dapat dilakukan
melalui seminar, penyuluhan, diskusi, kampanye dan ceramah baik melalui media
cetak maupun elektronik.
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